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ABSTRACT 

This study examines the management system of village treasury land in 

Sumberrahayu Village, Moyudan Sub-district, Sleman Regency, and its 

contribution to the Village Original Revenue (PADes). This research uses a 

descriptive qualitative method. Data were collected through interviews with the 

Village Head, Secretary, and Security Officer of Sumberrahayu Village, as well as 

field observations and document studies. The results show that Sumberrahayu 

Village classifies its treasury land into two types: pure village treasury land and 

pelungguh land. The pure village treasury land is rented out to the community for 

agricultural and fishery activities, with the rental income fully contributing to 

PADes. The pelungguh land is allocated as an allowance for village officials, with 

10% of its management revenue paid into the village treasury as a PADes 

contribution. The allocation of 36.94 hectares of pelungguh land (58.43% of the 

total village treasury land) complies with the Governor Regulation of the Special 

Region of Yogyakarta Number 24 of 2024. The management of village treasury land 

in Sumberrahayu Village has adhered to good governance principles in accordance 

with applicable regulations; however, challenges remain in optimizing efficiency 

and addressing payment arrears. Village treasury land plays a strategic role as a 

primary source of village income, significantly contributing to PADes. 

Keywords: Village Treasury Land, Management of Village Treasury 

Land, Village Original Revenue 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintahan Desa secara hierarki menempati posisi di bawah 

pemerintahan kecamatan, sehingga dalam menjalankan sejumlah 

kewenangannya terutama yang berkaitan dengan pengelolaan aset strategis 

seperti tanah kas desa pemerintah desa tetap harus memperoleh persetujuan 

serta mempertanggungjawabkan tindakannya kepada otoritas pemerintahan 

yang lebih tinggi. Meskipun demikian, desa tetap memiliki otonomi dalam 

menjalankan urusan pemerintahan secara mandriri berdasarkan kewenangan 

yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, hal ini telah 

mencerminkan prinsip kemandirian dalam tata kelola administrasi 

pemerintahan desa. HAW Widjaja dalam Wisnu Primananda (2024), 

berpendapat bahwa otonomi desa dipandang bukan sebagai pemberian dari 

pemerintah, melainkan sebagai bentuk pengakuan terhadap kemandirian desa 

sebagai entitas masyarakat hukum yang memiliki hak untuk menyelenggarakan 

dan mengatur kepentingan lokal secara mandiri. Dalam hal ini, pemerintah 

daerah berkewajiban menghormati serta mendukung keberadaan otonomi 

tersebut, yang tercermin melalui wewenang desa dalam menetapkan peraturan 

sendiri, baik yang bersifat publik maupun perdata. Selain itu, desa berhak 

memiliki dan mengelola berbagai sumber daya, aset, dan kekayaan yang 

menjadi milik desa. Desa juga berkewajiban untuk mengoptimalkan 

pengelolaan seluruh aset yang dimiliki demi mendukung pembangunan 

berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat desa. 

Tanah memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia 

yang terus bertambah, sedangkan ketersediaan tanah semakin menurun karena 

akibat penggunaanya untuk berbagai keperluan seperti permukiman, aktivitas 

usaha hingga pertanian. Selain itu, tanah juga merupakan salah satu faktor 

utama yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu wilayah guna 

menyesuaikan dengan laju perkembangan yang terjadi. Tanah yang digunakan 
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untuk permukiman ataupun aktivitas usaha dapat memiliki manfaat yang lebih 

apabila diusahakan secara optimal. Berdasarkan Undang-undang Dasar tahun 

1945 pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar- 

besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Secara tegas pasal tersebut menyatakan 

bahwa seluruh kekayaan alam yang ada baik di permukaaan bumi ataupun di 

dalam bumi, penguasaannya ada pada negara. 

Dalam hal ini, istilah dikuasai tidak bermakna tanah tersebut menjadi 

milik negara, namun menunjukkan bahwa negara bertindak sebagai organisasi 

dengan kewenangan tertinggi yang mewakili kepentingan seluruh rakyat. 

Negara memberikan wewenang serta melakukan pengaturan, dengan 

pelaksanaannya yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah, namun tetap 

berlandaskan pada tujuan utama, yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok- 

pokok agraria mengatur secara lebih rinci mengenai penegasan bahwa 

penguasaan dan pemanfaatan atas tanah, air dan udara harus dilakukan 

berdasarkan asas keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat. 

Urusan pertanahan dalam Pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Isitmewa Yogyakarta. Pada Pasal 

32 mengatur mengenai tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dengan 

menyebutkan bahwa “Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum 

merupakan subyek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan dan 

tanah Kadipaten yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang 

terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta.” Mengenai tanah keprabon dan tanah dede keprabon diatur dalam 

PERDAIS Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten pada 

Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa “Tanah Keprabon merupakan tanah yang 

digunakan Kasultanan maupun Kadipaten untuk bangunan istana dan 

kelengkapannya.” Sedangkan Pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa “Tanah 
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Bukan Keprabon atau Dede Keprabon terdiri dari: a. tanah desa yang asal- 

usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak Anggaduh; b. tanah yang 

telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan telah memiliki Serat 

Kekancingan; c. tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan 

belum memiliki Serat Kekancingan; dan d. tanah yang belum digunakan.” 

Tanah kalurahan diatur secara rinci berdasarkan Peraturan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan 

Tanah Kalurahan pada Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa “Tanah Kalurahan 

adalah Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang asal-usulnya dari 

Kasultanan atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan 

berdasarkan hak anggaduh, yang jenisnya terdiri dari tanah kas kalurahan, 

pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum.” 

Hak anggaduh merupakan hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau 

Kadipaten kepada Kalurahan untuk mengelola dan memungut hasil dari Tanah 

Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang bukan termasuk tanah Keprabon atau 

Dede Keprabon, selama jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan. 

Tanah kas desa merupakan aset milik desa yang terdiri dari berbagai 

bentuk lahan, seperti tanah bengkok atau lungguh, pengarem-arem, titisara, 

lahan pemakaman, jalan desa, lahan penggembalaan, danau, tanah pasar desa, 

tanah keramat, lapangan, serta lahan yang dikelola langsung oleh pemerintah 

desa. Tujuan dari pengelolaan tanah kas tersebut adalah untuk mendukung 

pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan 

penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, pemanfaatan tanah kas desa 

harus diorientasikan untuk memberikan kontribusi positif terhadap 

kesejahteraan desa serta meningkatkan sumber pendapatan asli desa 

(Sutaryono, 2014 dalam, Afifah dkk., 2024). 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 11 

ayat (2) menjelaskan mengenai bentuk pemanfaatan aset desa seperti sewa, 

pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun 

serah guna. Pemanfaatan tanah kas desa melalui mekanisme sewa harus 

mematuhi ketentuan yang berlaku untuk menjamin manfaat optimal bagi desa. 
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Melalui kerjasama dalam pemanfaatan, tanah kas desa dapat diserahkan kepada 

pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan meningkatkan 

pendapatan asli desa yang tidak berasal dari pajak. Skema kerjasama ini 

bertjuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah kas desa yang dalam 

pelaksanaannya tetap memperhatikan perjanjian yang telah disepakati (Afifah 

dkk., 2024). Tanah kas desa yang diperoleh ataupun dimiliki oleh pemerintah 

desa berperan sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa yang 

dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Oleh sebab itu, pemerintah desa wajib 

mengelola dan memanfaatkan tanah kas desa tersebut secara bijaksana sebagai 

aset berkelanjutan yang berdampak langsung terhadap pendapatan asli desa dan 

kesejahteraan masyarakat (Kristiyanto, 2020 dalam Wisnu Primananda, 2024). 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kalurahan Sumberrahayu, 

Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman. Kalurahan Sumberrahayu memiliki 

potensi sumber daya alam yang beragam seperti tanah pertanian, tanah 

persawahan, tanah pekarangan, bambu, sungai progo, pasir dan batu. Potensi 

tersebut tentu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pertanian, 

pariwisata alam dan pengembangan indsutri berkelanjutan. Infrakstruktur yang 

memadai seperti jalan raya, listrik, dan air bersih yang berada di Kalurahan 

Sumberrahayu juga dapat menjadi pendukung dalam pembangunan ekonomi 

dan sosial di kalurahan. Tanah kas desa yang berada di Kalurahan 

Sumberrahayu sebagian besar penggunaannya sebagai tanah pertanian dan 

sawah sedangkan untuk non pertanian digunakan sebagai studio edukasi untuk 

sarana pariwisata, pasar, kios desa, usaha peternakan kelompok masyarakat 

serta SD Muhammadiyah Gamplong dan SDN Sumberrahayu. Letak tanah kas 

kalurahan yang berlokasi strategis serta terdapat aksesibilitas yang baik dapat 

menjadi nilai tambah dalam pemanfaatan tanah kas desa baik dalam aktivitas 

pertanian maupun non-pertanian yang berpengaruh terhadap pendapatan desa. 

Kalurahan Sumberrahayu dipilih sebagai lokasi penelitian karena 

dalam pengelolaan tanah kas desa, wilayah ini telah berpedoman pada 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 

tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan 
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bahwa peraturan tersebut menjadi acuan penting dalam mewujudkan tata kelola 

tanah kalurahan yang bijak, transparan, dan sesuai peruntukan. Dengan adanya 

regulasi tersebut, diharapkan pengelolaan tanah kas desa di Kalurahan 

Sumberrahayu dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga mampu 

memberikan manfaat bagi pembangunan kalurahan. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi peraturan tersebut telah 

berjalan di lapangan, serta mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi 

dalam penerapannya. 

B. Rumusan Masalah 

Sistem pengelolaan tanah kas desa semestinya diimplementasikan 

secara konsisten berdasarkan peraturan yang berlaku, serta disesuaikan dengan 

kondisi terkini. Pemerintah Kalurahan Sumberrahayu, yang memegang 

kewenangan dalam pengaturan pengelolaan tanah kalurahan, memiliki urgensi 

untuk mengoptimalkan dan mengembangkan aset tersebut serta harus 

senantiasa dilandasi dan berpedoman pada regulasi yang berlaku. Apabila 

pengelolaan tanah kalurahan tidak dikembangkan dan dioptimalkan secara 

maksimal, hal ini dapat berdampak negatif terhadap efektivitas pemanfaatan 

tanah tersebut, baik dari segi aspek operasional maupun perolehan hasil yang 

diharapkan, sehingga potensi ekonomis dan fungsionalnya menjadi tidak 

maksimal. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pengelolaan tanah kas desa di Kalurahan 

Sumberrahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman? 

2. Bagaimana kontribusi dari pengelolaan tanah kas desa yang ada di 

Kalurahan Sumberrahayu terhadap pendapatan asli desa? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara lebih fokus dan terarah serta 

tidak menyimpang dari tujuan yang semula direncanakan maka penulis 

menetapkan batasan permasalahan pada lingkup pengelolaan tanah kas desa 

dan fokus penelitian hanya pada sistem pengelolaan tanah kas desa yang 



6  

 

dilakukan pemerintah kalurahan Sumberrahayu dalam pemanfaatan tanah kas 

desa dan tanah pelungguh serta informasi mengenai Anggaran Pendapatan 

Belanja Desa pada tahun 2024. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui sistem pengelolaan tanah kas desa, 

kendala/permasalahaan yang dihadapi pemerintah Kalurahan 

Sumberrahayu Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman dalam 

pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa dan solusi yang dilakukan dalam 

menangani hal tersebut; 

b. Untuk mengetahui kontribusi dari pengelolaan tanah kas desa di Kalurahan 

Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman terhadap 

pendapatan asli desa. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini: 

a. Manfaat ilmiah/akademis untuk memberikan pemahaman terkait 

pengelolaan aset pemerintah berupa tanah kas desa yang dilakukan 

pemerintah kalurahan sebagai wujud penerapan dan terlaksananya dari 

Undang-Undang Keistimewaan D.I.Yogyakarta; 

b. Memberikan informasi mengenai bentuk pengelolaan tanah kas desa di 

Kalurahan Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman; 

c. Menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kalurahan Sumberrahayu, 

Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman agar dalam mengelola tanah kas 

desa dapat dilaksanakan secara bijaksana bagi pembangunan desa; 

d. Manfaat praktis untuk mengetahui manfaat-manfaat dari pengembangan 

tanah kas desa yang dapat dijadikan titik terang dilakukannya kolaborasi 

oleh para pemangku kepentingan beserta badan usaha, pihak swasta, 

perguruan tinggi, hingga komunitas masyarakat dalam mengoptimalkan 

penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sistem pengelolaan tanah kas desa yang ada di Kalurahan 

Sumberrahayu telah memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan 

yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Prinsip- 

prinsip tersebut mencakup aspek fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, 

efisiensi, akuntabilitas dan pengawasan. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam pengelolaan tanah kas desa dan tanah pelungguh yang dilakukan 

pemerintah kalurahan menggunakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan. 

Pengalokasian tanah pelungguh dengan luas 36,94 Ha atau 58,43% dari 

total luas tanah kas desa yang ada, dengan proporsi alokasi tersebut 

Kalurahan Sumberrahayu telah memenuhi prinsip tata kelola yang baik 

dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan tanah kas 

desa di Kalurahan Sumberrahayu dilaksanakan dengan mengedepankan 

aspek fungsional melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Pengelolaan Tanah Kas Desa, kepastian hukum, transparansi dalam 

publikasi APBKal, serta akuntabilitas melalui pelaporan rutin kepada 

Bupati. Pengawasan dan pencatatan aset dilakukan secara transparan dan 

evaluasi berkala. Meskipun demikian, pengelolaan masih menghadapi 

kendala efisiensi berupa rendahnya nilai sewa dan tunggakan pembayaran 

yang menghambat optimalisasi tanah kas desa sebagai sumber pendapatan 

dan pemberdayaan ekonomi desa. 

2. Pengelolaan tanah kas desa yang ada di Kalurahan Sumberrahayu melalui 

mekanisme sewa menyewa kepada masyarakat maupun pihak ketiga 

terbukti menjadi sumber pendapatan asli desa yang signifikan dan 

berkelanjutan. Pendapatan Asli Desa (PADes) Kalurahan Sumberrahayu 

pada tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp 129.724.116,00, dengan 
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kontribusi terbesar berasal dari pemanfaatan tanah kas desa yang mencapai 

Rp 99.117.216,00 atau sekitar 76,4% dari total PADes. Salah satu sumber 

utama pendapatan tersebut adalah sewa tanah kas desa seluas 2,25 hektare 

oleh Studio Alam Gamplong senilai Rp 60.000.000,00 per tahun. Data ini 

menunjukkan bahwa tanah kas desa memiliki peranan strategis dalam 

menopang keuangan desa dan menyediakan sumber pendapatan yang 

berkelanjutan. Pelaksanaan pengelolaan yang transparan dan akuntabel 

menjadi faktor kunci dalam memaksimalkan potensi ekonomi dari aset 

desa tersebut guna mendukung pembangunan desa serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

B. Saran 

1. Pemerintah Kalurahan Sumberrahayu sebagai pemegang hak atas 

pengelolaan tanah kas desa dapat melakukan penguatan regulasi terkait 

pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan dengan skema sewa, termasuk 

dalam penetapan sanksi yang tegas bagi pelanggar yang menunggak 

pembayaran sewa dan pemberian insentif bagi penyewa yang tertib 

membayar sebagai upaya mendorong disiplin pembayaran sewa. Serta 

masyarakat sebagai pihak yang mengelola tanah kas desa hendaknya 

mematuhi ketentuan atau peraturan dalam pengelolaan tanah kas desa, 

demi terciptanya kesadaran dan tertib administrasi pemerintahan. 

2. Pemerintah Kalurahan Sumberrahayu sebaiknya perlu melakukan 

pengembangan potensi tanah kas desa, agar dapat memberikan nilai 

tambah yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 

desa. Upaya tersebut dapat diarahkan pada kolaborasi antara pemerintah 

kelurahan dan masyarakat dalam pengembangan potensi pertanian, dengan 

demikian beberapa tanah kas desa yang saat ini kondisinya terbengkalai 

dapat dikembangkan sebagai aset produktif yang mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Sehingga tidak hanya 

menjadi sumber pendapatan pasif melalui skema sewa, tetapi juga dapat 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan desa mandiri 

dan berdaya saing. 

3. Pemerintah Kalurahan Sumberrahayu diharapkan terus mempertahankan 

prinsip-prinsip fungsionalitas, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, 

akuntabilitas, dan kepastian nilai dalam pengelolaan tanah kas desa. 

Transparansi melalui publikasi laporan keuangan dan kegiatan 

pengelolaan aset desa baik secara langsung maupun publikasi digital perlu 

ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. 
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